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PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk lebih menciptakan keadilan bagi
masyarakat yang terkena dampak bencana serta
memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan
penggunaan dana siap pakai guna pendanaan dan
pengelolaan bantuan bencana, perlu mengganti
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap
Pakai karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan masyarakat dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang

Penggunaan Dana Siap Pakai;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan  Pengelolaan Bantuan  Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA TENTANG PENGGUNAAN DANA SIAP PAKALI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan  mengganggu  kehidupan  dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor
alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis.

Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan  sekelompok orang/masyarakat yang

memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai,
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yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan
transisi darurat ke pemulihan.

Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status
keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status
keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak
diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan
tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak
yang lebih luas.

Kondisi Risiko Bencana Berdampak Luas Yang
Ditetapkan oleh Kepala BNPB adalah suatu kondisi
dimana terdapat potensi ancaman bencana yang dapat
terjadi  sewaktu-waktu yang mempunyai risiko
menimbulkan dampak yang lebih luas.

Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu
tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas
untuk menanggulangi bencana terdiri atas siaga darurat,
tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi
ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya
bencana yang ditandai dengan adanya informasi
peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan
dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang
akan terjadi di masyarakat.

Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman
bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan
penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan
ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung
menurun  eskalasinya dan/atau telah  berakhir,
sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan
sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan
darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/
penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang

ditimbulkan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah upaya
memberikan bantuan untuk mengendalikan ancaman
bencana dan menanggulangi dampak pada keadaan
darurat bencana.

Dana Siap Pakai yang selanjutnya disingkat DSP adalah
dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh
Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat
bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya
risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh
Kepala BNPB.

Penggunaan Dana Siap Pakai adalah pengelolaan,
pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Dana Siap Pakai
pada status keadaan darurat bencana, keadaan tertentu,
dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak
luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Kegiatan Pendukung Operasi Penanganan Darurat
Bencana adalah kegiatan yang dapat memperlancar
proses pelaksanaan pada status keadaan darurat
bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya
risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh
Kepala BNPB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah
nondepartemen setingkat menteri yang melakukan
penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  yang
selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah
daerah yang melakukan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung
jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian
negara/lembaga bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA

untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
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tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian
negara/lembaga.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya
disingkat BPP adalah bendahara yang Dbertugas
membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan
pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran
pelaksanaan kegiatan tertentu.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang bersifat
daur ulang (revolving) yang diberikan kepada Bendahara

Pengeluaran.

BAB II
DASAR PERSETUJUAN PEMBERIAN DANA SIAP PAKAI

Bagian Kesatu

Bantuan Dana Siap Pakai

Pasal 2
Pemberian Bantuan DSP dalam negeri berdasarkan atas:
a. adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana
yang ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur,
atau Presiden;
b. adanya penetapan Status Keadaan Tertentu; dan
c. pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak
luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
Dalam hal Pemerintah memberikan DSP untuk bantuan
kemanusiaan ke luar negeri harus berdasarkan
pernyataan resmi/arahan Presiden Republik

Indonesia/Menteri Koordinator/Menteri Luar Negeri.



